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Akad Qardhul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga
keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, yang di dalamnya
terkandung misi sosial. Akad gardhul hasan adalah akad yang digunakan untuk
memberikan maupun menambahkan modal kerja untuk usaha kecil menengah
(UKM). Berdasarkan telaah penulis terhadap buku-buku perbankan syariah
menyebutkan bahwa sumber dana al-gardh (gardhul hasan) pada lembaga
keuangan syariah salah satunya adalah zakat. Sedangkan zakat di Indonesia
kebanyakannya diberikan kepada 8 ashnaf secara langsung (hibah), tidak berupa
pinjaman (zakat produktif). Seperti yang tertuang pada Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa MUI No.19/DSN-MUI/1VV/2001 yang hanya
menyebutkan bahwa sumber dana al-qardh (gardhul hasan) berasal modal
Lembaga Keuangan Syariah (LKS), keuntungan LKS maupun lembaga lain atau
individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS, dalam hal ini
ijtihad ulama Indonesia tidak mendukung zakat sebagai sumber dana al-gardh
(gardhul hasan).

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat sebagai sumber dana
pembiayaan gardhul hasan, apakah sudah sesuai menurut fikih Islam. Tujuan
berikutnya adalah untuk mengkaji praktik gardhul hasan pada BMT Berau
Syariah apakah sudah sesuai dengan konsep fikih Islam. Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Obyek
penelitian ini adalah ketentuan fikih muamalah tentang gardhul hasan secara
teori dan praktik pelaksanaan gardhul hasan di BMT Berau Syariah. Adapun
lokasi penelitian tesis ini pada BMT Berau Syariah yang beroperasi di Kabupaten
Berau Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori zakat sebagai sumber dana
gardhul hasan (zakat produktif) sudah didukung oleh Pemerintah sebagaimana
tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, dengan syarat kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Dan pada
praktiknya, BMT Berau Syariah sudah tepat mendapatkan sumber dana gardhul
hasan yang berasal dari dana infak Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kabupaten Berau.



